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BAB 5
SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penagihan pajak aktif melalui Surat Teguran di

Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo tahun 2013-
2015 dinyatakan tidak efektif. Termasuk kategori
persentase efektivitas yang dicapai pada tahun 2013
yaitu 46,95% (tidak efektif), tahun 2014 yaitu 38,65%
(tidak efektif), dan tahun 2015 yaitu 8,21% (tidak
efektif).

Penagihan pajak aktif melalui Surat Paksa di Kantor
Pelayanan Pgjak Madya Sidoarjo tahun 2013-2015
dinyatakan cukup efektif. Termasuk kategori
persentase efektivitas yang dicapai pada tahun 2013
yaitu 69,73% (cukup efektif), tahun 2014 yaitu
53,32% (cukup efektif), dan tahun 2015 yaitu 89,58%
(efektif).

Penagihan pajak aktif melalui Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak
Madya Sidoarjo tahun 2013-2015 dinyatakan tidak
efektif. Termasuk kategori persentase efektivitas yang
dicapai pada tahun 2013 yaitu 38,91% (tidak efektif),

74



75

tahun 2014 yaitu 22,94% (tidak efektif), dan tahun
2015 yaitu 90,59% (efektif).

Tingkat kontribusi penagihan pajak aktif melalui
Surat Teguran, Surat Paksa maupun Surat Perintah
Melaksanakan Penyitaan (SPMP) kurang dapat
berkontribusi terhadap penerimaan pajak di Kantor
Pelayanan Pgjak Madya Sidoarjo. Terbukti bahwa
tingkat kontribus pada Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan (SPMP) tersebut berada dibawah 40% atau
kecil. Rata-rata kontribus untuk penagihan aktif
melalui Surat Teguran pada tahun 2015 yaitu 0,15%,
untuk Surat Paksa pada tahun 2013 yaitu 0,43% dan
untuk SPMP pda tahun 2015 yaitu 0,12%. Sehingga
membutuhkan adanya perbaikan kinerja fiskus agar
dapat memberikan nilai perolehan yang terbaik untuk
memotivasi membangun kesadaran dari Penanggung
Pgak dalam penerimaan pgak serta dapat
meningkatkan pencairan tunggakan pajak dalam
rangka meningkatan penerimaan paak di Kantor
Pelayanan Pgjak Madya Sidoarjo.
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52 Saran

1. Kantor Pedayanan Pajak Madya Sidoarjo perlu
melakukan  kegiatan yang  bertujuan  untuk
meningkatkan kesadaran Wajib Pgak tentang
keutamaan membayar pgjak dan kegiatan ini dapat
melakukan bekerja sama dengan para pihak ketiga
untuk memotivas kesadaran Wajib Pgjak.

2. Kantor Pelayanan Pgak Madya Sidoarjo perlu
menambah jumlah Jurusita Pajak agar sesuai dengan
jumlah  Penanggung Pagak sehingga dapat
memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak
dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

3. Kantor Pelayanan Pgak Madya Sidoarjo perlu
mengadakan kerja sama dengan para pihak lain untuk
dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak
misalnya dengan Pemerintah Daerah  untuk
menemukan Penanggung Pgak yang pindah tanpa
pemberitahuan aau dengan kepolisian  untuk
melindungi Jurusita Pajak dalam proses penyitaan

4. Kantor Pelayanan Pgjak Madya Sidoarjo perlu
memanfaatkan  perkembangan  teknologi  untuk
kelancaran proses penagihan misanya alat
dokumentasi sebagai bukti bahwa Penanggung Pajak
mempunyai aset yang dapat disita.
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